
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
NOMOR  22  TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi  Kalimantan 
Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu 
perlu ditinjau kembali; 

 
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka 

dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan 
menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor ; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah  Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1106); 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah berapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 
3984); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3684); 

 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
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5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3686); 

 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4382); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir beberapakali  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4737); 

 

13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pemberhentikan Sdr. 
Ir. H. Tarmizi A. Karim,M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur  dan 
mengangkat Drs.H. Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si. dan Drs. H. Farid 
Wadjdy,M.Pd. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur  
masa Jabatan Tahun 2008-2013;  

 
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 19); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
dan 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA BALIK NAMA  KENDARAAN 

BERMOTOR. 

 
 

 

 
BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 
 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI 
1945. 

 
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 
 
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur. 

 
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi 
tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat 
besar yang bergerak. 

 
7. Alat-alat Berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah 

tempat dan tidak melekat secara permanent. 
 

8. Yang termasuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah 
Forkelit, Buldozer, Traktor, Wheel Loader, Skider, Shovel, Motor Grader, Exavator, Backhue, 
Crane, Logging Truck Trailer, Sciper dan Dump Truck. 

 
9. Kendaraan rusak berat adalah kendaraan rusak yang tidak dapat dioperasikan atau digunakan 

dijalan. 
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10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis 
dan/atau serta penggunaannya. 

 
11. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang  dipergunakan untuk mengangkut 

orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan 
dan izin trayek. 

 
12. Tahun pembuatan Kendaraan Bemotor adalah tahun perakitan untuk Kendaraan Bermotor yang 

dirakit di dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang dimasukan 
secara utuh dari luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

 
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, atau 
Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya. 

 
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas 

penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 
pemasukan ke dalam badan usaha. 

 
15. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan 
identitas Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang 
berfungsi sebagai STPD. 

 
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 
 
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat 

Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih 
harus dibayar. 

 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

 
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat 

Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan 

Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

 
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga. 
 
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan 

Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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23. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa 

kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat 
Sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah. 

 
24. Surat Paksa adalah Surat Pemerintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
 
25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 
 
27. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu 

perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh 
Undang-Undang. 

 
 

BAB II 

 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau 
penguasaan Kendaraan Bermotor. 
 

 

Pasal 3 
 
(1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor. 
 
(2) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali : 
a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; 
b. untuk diperdagangkan; 
c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; 
d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional. 

 
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. 
 

 
Pasal 4 

 
Dikecualikan sebagai obyek Pajak BBNKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan 
Bermotor oleh : 
 
a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa. 
 
b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas 

timbal balik. 
 
c. Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia. 
 
d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran. 
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